SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 032/PP.04.2-Kpt/3307/KPU-Kab/1/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WONOSORBO
NOMOR : 290 /PP.04.2-Kpt/3307 /KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (3) dan Pasal 13 huruf ¢, huruf d dan huruf e
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang; ‘

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat
(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kexja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan



Mengingat

-9

' Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

“Tahuh 2017;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

| Kabupaten Wonosobo Tentang Pedoman Teknis Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92); )
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 téntang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahu:a 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846},
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. Pemerintah Daerah (Lembaran Negéra Republik

Indonesia Tahﬁn- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan 'Peréturan Pemerintah Pengganti Ur;dang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negdra Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemﬂihan‘ Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja - Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1911);

Peraturan' Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

‘Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja . Panitia Pemilihan' Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutaﬁ Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (i?:erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1498);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provingi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Taﬁun
2019 tentang Tahapan,. Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

‘sebagaimana‘ diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, ‘Progfam dan
Ja‘t'dwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Peraturan | Dewan Kehormatan penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan
penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Beracara kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 291);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019  tentang Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di
Lingkungan Komisi Pemililhan Umum, Xomisi
Pemilihen Umum  Provinsi/Komisi = Independen
Pemilihan Aceh dan Koruisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307 /KPU-
Kab/IX/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilthan Umum Nomor 269/PP.02.2-
Kpt/3307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo
. Tahun 2020;

16. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten
Wonosobo Nomor : 290 /PP.04.2-Kpt/3307 /KPU-
Kab/XI1/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja
Komisi Pemilihan . Umum Kabupaten/Kota Serta
 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01 /KPU/1/2020
tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan .(PPK) dalam Pemilihan Serentak
Tahun 2020;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi.Jawa
Tengah Nomor : 046/PP.05.2-SD/33/Prov/1/2020
tanggal 14 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK
Pemilihan Serentak;

3. Berita Acara Rapat Pleho Komisi Pemilihari Umum
Kabupaten - Wonosobo Nomor : 020/PP.04.2-
BA/3307/KPU-Kab/1/2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 290
/PP.04.2-Kpt /3307 /KPU-Kab/XIl/2019 Tentang
Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonosobo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : 290/PP.04.2-
Kpt/3307/KPU-Kab/XII/2019  TENTANG  PEDOMAN
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TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

. PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PENYELENGGARA ' PEMUNGUTAN SUARA DALAM
'PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT] WONOSOBO
TAHUN 2020.

Perubahan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemi'ithan
Umum Kabupaten Wonosobo, Serta Pembentukan dan Tata
Kerja- Panitia Pemilihan | Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo
Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini,

Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. '

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd
ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PATEN WONOSOBO




LAMPIRAN I ;
KEPUTUSAN KOMISL PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO '

NOMOR : 032/PP.04.2-Kpt/3307/KPU-Kab1/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
WONOSOBO ~ NOMOR : 290  /Pp.04.n-
Kpt/3307/KPU-Kab/XI1/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN

- TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOR
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOSOBO TAHUN 2020

Beberapa ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosoﬁo
Nomor : 032/PP.04.2-Kpt/3307 /KPU-Kab/1/2020 Tentang ‘Perubahan Atas
Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 290 /PP.04.2-Kpt/3307 /KPU-
Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia 'Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, sebagai berikut :

i. Pada Bab I huruf D angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupé.ti Wonosobo Tahun 2020 selanjutnya
disebut Pilbup Wonosobo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupati dan Wakil

. Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya. disingkat
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provirisi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU
Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan
tugas ményelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
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12.

13.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut
KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang
diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan
di tingkat Kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan
di tingkat Desa/Kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah
petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan
umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang" _Pemﬂihan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten. Wonosobo, selanjutnya disebut
Bawaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Provinsi yang bertugas untuk mengawa31 penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah Kabupaten.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
Kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi

penyelenggaraan Femilihan di Desa/ Kelurahan.



14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas
TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
membantu PPL.

15. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang
ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga
ketentraman ketertiban dan keamanan TPS.

16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang selanjutnya
disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU
Kabupaten Wonosobo. |

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

. tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4
adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk
yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat ﬁemﬂihan
diselenggaral;an.

19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar
Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dawn daftar Pemilih pada Pemﬂlhan
Umum atau Pemilihan terakhir.

20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih
hasil pernutakhiran DPS.

21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun
memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan
tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang
berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain. :

23. Hari adalah hari kalender.

2. Pada Bab III huruf A angka 1 hur;if k diubah, dan ditambahkan huruf m, dan
ketentuan angka 6 diubah, seliingga berbunyi sebagal berikut:

A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.
1. Syarat untuk menjadi anggota PPX, PPS dan KPPS. adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia,
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
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c setie_l kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945; , '

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; -

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan den.,‘gan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima)
tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;

g mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;

“h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;

1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara-5 (lima) tahun atau lebih;

j- tidak :pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU
Kabupaten /Kota atau DKPP; '

k. belum pernah menjabat 2 { dua ) kali berturut-turut sebagai anggota
PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;

. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara
Pemilu di semua tingkatan;

m. tidak menjadi tim kampanyle‘ peserta Pemilihan dan/atau Pemilu yang
dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Pemilihan dan/atau
Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai
politik atau tim kampanye sesuai tingkatannya.

- Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas ) tahun, sebagai
mana dimaksud dalam huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi
TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;

. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat

. atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam huruf h, bagi KPPS tidak

dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan

kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan

surat pernyataan;



4.

Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalarm
huruf k, yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama
2 (dua) kali periode peyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan

‘yang sama;

5.

6.

Dalam hai persyaratan pada huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten
dapat bekerjasama dengan lembéga pendidikan atau tenaga pendidik
untuk memperoleh arnggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi
persyaratan;

Dalam hal persyaratan pada huruf1 adalah tidak berada dalam satu xkatan

perkawinan antara sesama penyelenggara Pemilu di semua tingkatan,

3. Pada Bab III huruf B diantara angka 3 dan 4 disisipkan huruf 3a, ketentuan
angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
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lengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

Surat Pendaftaran;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;

fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah

terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat

keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan sedang menjalarﬁ ' pendidikan sekolah menengah

atas/sederajat;

dalam hal fotokopi ijazah tidak dilegalisir, syarat pendaftaran dinyatakan

sah apabila menunjukkan ijazah asli saat menyerahkan dokumen

persyaratan pendaftaran;

mengisi daftar riwayat hidup untuk PPK dan PPS;

surat pernyataan yang Dbersangkutan bermeterai cﬁkup dan

ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampn’an

Keputusan ini, yang meliputi: |

a. setid kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;

b. mempunyr;ti integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil:
tidak menjadi anggota Partai Politik naling singkat dalam jangka waktu
5 (lima) tahun;

d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau leblh
€. bebas dari penyelahgunaan narkoba;

tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh - KPU

Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan

KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan; |

g belum pernah menjabat 2 ( dua’) kali berturut-turut sebagai anggota
PPK,PPS, KPPS dalam _]abatan yang sama;

h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara
Pemiluy;

i. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilihan dan/atau Pemilu yang
dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5
(ima} tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Pemilihan dan/atau
Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai
politik atau tim kampanye sesuai tingkatannya

j. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis

dan berhitung;
Surat keterangan dari partai politik bagi pendaftar yang pernah menjadi
anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun.
surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
surat ijin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari ASN, Pegawai
BUMN/BUMD dan perangkat desa, serta pegawai swasta sebagalmana
format terlampir bagi PPK dan PPS.

4. Pada Bab V huruf B angka 11, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 19

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut -
B. PEMBENTUKAN PPS
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Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan

setelah pemungutan suara.
Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan

memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon

anggota PPS,.

Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan
kegiatan meliputi: | :
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;

b. menerima pendaftaran calon PPS; ,
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melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS

¢. melakukan wawancara calon anggota PPS;

f.  pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.

. 'KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon

anggota PPS.

Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat Yang mudah
dijangkau atau diakses publik dan laman website KPU Kabupaten.

Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada
PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:

a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;

b. 1 (satu) dokumen fo'tokopi_yang diserahkan kepada PPK;

¢. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

KPU Kabupaten melalui’ PPK melakukan penelitian administrasi
kelengkapan persyaratan calon anggota PPS.

KPU Kabupaten melalui PPK mengumiimkan hasil penelitian administrasi
kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah
diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonosobo.

Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi
tertulis;

KPU Kabupaten melalui PPK menyelenggérakan seleksi tertulis untuk
calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil
penelitian administrasi. |

Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Wonosobo.
Materi -seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan, yang
mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.

KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.

KPU Kabupaten melalui PPK menetapkan paling banyak 6 (enam) orang
calon anggofé. PPS yang lulus seleksi tertulis.

KPU Kabupaten melalui PPK mengumumkan hasil seleksi tertulis calon.
anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman website
KPU Kabupaten Wonosobo.

KPU Kabupaten melalui PPK melakukan seleksi wawancara pada calon
anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.

Materi seleksi wawancara meliputi:

a. rekam jejak calon anggota PPS;

b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang,
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dgn kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon
perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara,
penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi perghitungan
perolehan suara;
¢. Klarifikasi tanggapan masyai'akat.
KPU Kabupaten melalui PPK mengumumkan hasil seleksi wawancara,
dilakukan paling lama 7 (tujuh) ‘hari sejak dilaksanakan seleksi
wawancara di kantor kecamatan dan tempat yang mudah diakses publik.
KPU Kabupaten menetapkan anggota PPS terpilih.

5. Pada Bab VII huruf A diantara angka 3 dan 4 disisipkan angka &a, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
A.SEKRETARIAT PPK

1.
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Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
persyaratan. ' '
Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitasi Pemerintah Daerah.
Pembentukan kesekretariatan PPK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah pelantikan PPK.
Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK yang berasal dari ASN meliputi:
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai:
b. independen dan tidak berpihak;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersan gkutan:

1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

2) independen dan tidak berpihak;

3) sehat jasmani dan rohani.
b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU
Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris
PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk
selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK
dan 2 (dua) staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati
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Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi: |

a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan
logistik Pilbup Wonosobo 2020.

Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

Tugas sekretaris PPK, meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. memimpin dan mengawasi icegiatan Sekretariat PPK;

c. melaksanakan tugas yéng ditentukan oleh PPK; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada

PPK melalui ketua PPK,

Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas

menyiapkan teknis penyelenggaraan Perailihan.

Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup

Wonosobo 2020 mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha,

pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan

menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbup Wonosobo 2020 untuk kegiatan

PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan

administrasi. '

Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada

Sekretaris PPK,

6. Pada Bab VII huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
B.SEKRETARIAT PPS

-1

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang
dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai
desa/kelurahan. .
Sekretaris PPS dibantu oleh 1 (satu} orang staf sekretariat PPS

KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan
pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.

Syarat untuk menjadi Sekretariat PPS raeliputi:

a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak;

c. sehatjasmani dan rohani.

- Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang

menerangkan bahwa yang bersangkutan:
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a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak;

é. sehaf jasmani dan rohani. .

Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan difetapkan dengan
Keputusan kepala desa/lurah.

1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS bertugas sebagai staf sekretariat
urusan teknis penyelenggaraan dan urusan tata usaha, keuangan serta
logistik Pilbup Wonosobo 2020."

Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:

10.

11,

12.

a. membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS
melalui ketua PPS. |

Staf  Sekretariat- PPS mempunyai tugas menyiapkan teknis
penyelenggaraan Pilbup Wonosobo 2020, menyiapkan semua urusan tata
usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban
keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbup Wonosobo 2020
untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pilbup Wonosobo
2020 beserta kelengkapan administrasinya.

Dalam melaksanakan tugas, 'staf Sckretariat PPS bertanggungjawab
kepada Sekretaris PPS.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Januari 2020
KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONQSOBO,

Ttd

ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya .
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




